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ABSTRAK 

Negara merupakan suatu organisasi yang mengatur berbagai kepentingan rakyat dan 

masyarakat. Di negara ini, keluarga, daerah, agama, ras, dan banyak perbedaan lainnya 

menyatu untuk menjalani kehidupan sebaik mungkin. Untuk itu, berbagai sistem kerja 

yang sistematis telah dibangun dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan operasional 

pemerintahan, dan transparansi semakin meningkat karena adanya regulasi mengenai 

operasional sistem kerja masing-masing kementerian dan organisasi. Seiring dengan 

pembangunan, fungsi pemerintahan juga berkembang. Di masa lalu, peran pemerintah 

hanyalah membuat dan memelihara undang-undang. Namun saat ini, pemerintah tidak 

hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga melaksanakan kehendak negara dan 

memberikan kepentingan publik serta pelayanan publik.  Metode yang digunakan 

merupakan metode studi kualitatif berdasarkan postpositivisme, sehingga instrumen 

utama adalah peneliti itu sendiri karena meneliti pada obyek yang alamiah. Penulis 

menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data selama penyusunan artikel 

ini, termasuk observasi langsung di kantor Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, 

wawancara dengan kepala sub bidang pelayanan dan pemerintahan, serta dokumentasi di 

lapangan. Hasil penelitian menujukan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh 

pegawai Kantor Kecamatan Citeureup cukup baik, tetapi masih diperlukan peningkatan 

di setiap aspek.  

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kantor Kecamatan, Kualitas 
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PENDAHULUAN 
 

Negara merupakan suatu organisasi yang mengatur berbagai kepentingan rakyat dan 

masyarakat.Di negara ini, keluarga, daerah, agama, ras, dan banyak perbedaan lainnya 

menyatu untuk menjalani kehidupan sebaik mungkin. Untuk itu, berbagai sistem kerja 

yang sistematis telah dibangun dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan operasional 

pemerintahan, dan transparansi semakin meningkat karena adanya regulasi mengenai 

operasional sistem kerja masing-masing kementerian dan organisasi. Seiring dengan 

pembangunan, fungsi pemerintahan juga berkembang. Di masa lalu, peran pemerintah 

hanyalah membuat dan memelihara undang-undang. Namun saat ini, pemerintah tidak 

hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga melaksanakan kehendak negara dan 

memberikan kepentingan publik serta pelayanan publik. Menurut Nurmas H, Euis S & 

Afmi Apriliani dkk (2022) Pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah 

menjadi salah satu fungsi pemerintahan yang semakin diperhatikan oleh masyarakat. 

Masyarakat bahkan menjadi tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

ini.  

Sebagai penyedia layanan publik, birokrasi pemerintahan di beberapa kabupaten 

dan kota di Indonesia  sering atau terus-menerus menerima keluhan dari masyarakat 

akibat proses kurang efisiennya dan efektif dari pelayanan. 

Pelayanan publik di Kecamatan  juga diatur melalui Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 4 Tahun 2010 . Ayat 1 menyatakan bahwa dalam Peraturan Menteri ini:  

1.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab pada suatu bidang 

pemerintahan nasional. 

2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan asas otonomi sebesar-besarnya dalam lembaga dan prinsip negara 

kesatuan Republik Indonesia. 

 menjadi. 

3.Pemerintahan daerah sebagaimana  gubernur, bupati atau walikota, dan 
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lembaga daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan 

pelayanan publik pada suatu kecamatan mulai dari tahap permohonan sampai 

dengan tahap penerbitan dokumen dalam satu tempat. 

5.Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai organisasi 

perangkat daerah kabupaten/kota. 

6.Camat atau sebutan lain adalah kepala pemerintahan dan koordinator  di 

wilayah kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya dilimpahkan oleh 

bupati/walikota yang merupakan kewenangan negara untuk mengatur beberapa 

kabupaten. 

Menangani masalah pemerintahan  daerah dan menjalankan fungsi pemerintahan 

umum. 

Selain Peraturan Menteri Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

juga mengatur pelayanan publik. Undang-Undang Pelayanan Publik menyatakan bahwa 

pelayanan publik adalah berbagai kegiatan atau peraturan yang dirancang untuk 

memenuhi persyaratan pelayanan menurut undang-undang. 

Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 juga menjelaskan hal 

ini. Organisasi pelayanan publik kecamatan dikenal sebagai Pelayanan Administrasi 

Kecamatan, yang menjalankan proses administrasi mulai dari proses permohonan hingga 

penerbitan dokumen di loket atau loket pelayanan yang terletak di kecamatan.  

Kecamatan menyediakan dua macam fasilitas :  

1 Pelayanan Perizinan  Pelayanan perizinan di Kecamatan  meliputi: 

a. Legalisasi Permohonan Izin Gangguan (HO)  

b. Legalisasi Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  

c.Legalisasi Izin keramaian. 

2.Pelayanan Non Perizinan Pelayanan di Kecamatan meliputi :  

a.Permohonan Kartu Keluarga (KK) 

b.Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
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c.Pelayanan Surat Keterangan Pindah 

d. Pelayanan Legalisasi Permohonan Akta Kelahiran 

e. Pelayanan Surat Izin Pernikahan  

f. Permohonan cerai  

g. Pelayanan Pengesahan Surat Izin Polisi (SKCK)  

h. Pelayanan Sertifikasi Warisan 

i. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (SKTM)  

j. Surat Keterangan Penyimpangan Nama/Tanggal Lahir  

K. Surat keterangan tempat tinggal 

l. Surat keterangan usaha, pinjaman bank dan surat keterangan lainnya. 

 Salah satu kantor pemerintahan di Kabupaten Bogor adalah Kantor Kecamatan 

Citeureup, yang bertugas memberikan pelayanan publik kepada pemerintah daerah. 

Pelayanan yang diberikan adalah:  

1. Pengajuan Kartu Keluarga (KK)  

a. Kartu Keluarga (KK) baru karena pindah atau kehilangan Kartu Keluarga (KK) 

lama. 

b. Pembuatan Kartu keluarga (KK) karena penambahan keluarga (kelahiran). 

c. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) karena pengurangan data anggota   

d. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data  

2. Pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru untuk pemula. 

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan perubahan data  

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk yang berpindah antar 

desa/kelurahan/kabupaten  

d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk yang kehilangan KTP  

3. Permohonan Surat Keterangan Pindah  

4. Permohonan Akta Kelahiran  

5. Surat Nikah  

6. Surat Cerai  
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7. Surat Ahli Waris 

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Masyarakat Yang Di Layani di Kantor Kecamatan 

Citeureup Kabupaten Bogor 

 

 

Sumbeir: Skripsi, 2024 

 

Beirdasarkan wawancara yang teilah dilakukan peinulis di Kantor Keicamatan 

Citeiureiup Kabupate in Bogor, bisa dikatakan bahwa peilayanan publik beilum beirjalan 

deingan maksimal dikareinakan teirdapat beibeirapa peirmasalahan seipeirti Kurangnya SDM 

yang meingakibatkan peilayanan tidak ceipat dan tidak teipat waktu, Peilayanan yang 

kurang ramah dari para peirsoneil yang beikeirja di Kantor Keicamatan Citeiureiup 

Kabupatein Bogor, masih teirdapat masyarakat yang beilum meimeinuhi keileingkapan 

dokumein seisuai peiraturan teintang Administrasi Keipeindudukan. Hal teirseibut 

meingakibatkan peilayanan peimbuatan dokumein administrasi teirhambat.  

Beirdasarkan beibeirapa uraian masalah diatas, muncul rumusan masalah yaitu 

Bagaimana kualitas peilayanan publik di Kantor Keicamatan Citeiureiup Kabupate in 

Bogor. 

  Pelayanan Publik  

Peilayanan Publik Meinurut Hayat (2017: 22), peilayanan publik meinyeidiakan 

seiluruh aspeik yang peirlu dipeinuhi oleih suatu masyarakat  seisuai deingan keiteintuannya. 

Di sisi lain, dalam bukunya ``Reiformasi Peilayanan Publik'' (2014), Sinambe ila 

meinyatakan, ``Peilayanan publik adalah keitika peinyeileinggara neigara meimuaskan 

keiinginan dan keibutuhan masyarakat lokal. 

Didirikan oleih (masyarakat). Tuijuiannya adalah deimi me imajuikan keiseijahteiraan 

masyarakat seiteimpat. 

No Jenis Pelayanan Jumlah 

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 6.690 

2. Akte Nikah 1.985 

3. Kartu Keluarga (KK) 15.865 

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 12.987 

 Total 37.537 
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Ini seibeinarnya beirarti bahwa "Peimeirintah (birokrasi) haruis mampui meimeinuihi 

keibuituihan masyarakat. Dalam hal ini, keibuituihan yang dimaksuid buikanlah keibuituihan 

individui, meilainkan beirbagai keibuituihan yang seibeinarnya diharapkan oleih masyarakat, 

seipeirti keiseihatan, pe indidikan, dan lain-lain."  

Suiatui tindakan ataui keigiatan yang dapat dibeirikan oleih suiatui pihak keipada pihak 

lain diseibuit "jasa peilayanan", yang tidak beirwuijuid dan tidak meinimbuilkan hak 

keipeimilikan apa puin. Irma Puirnasari dkk (2024) meingatakan, Peilayanan puiblik yang 

dikeilola sangat peinting bagi karyawan ataui peimbeiri layanan uintuik meinjaga keipuiasan 

khalayak kareina kuialitas peilayanan yang baik dapat meinarik peirhatian khalayak. 

U ipaya uintuik meimeinuihi keibuituihan masyarakat dan meingeitahuii bagaimana 

impleimeintasinya Eitika peigawai neigeiri se ibagai landasan dan keipeircayaan masyarakat 

dipeirluikan uintuik me iwuijuidkan peimeirintahan yang baik. Peilayanan puiblik yang adil dan 

akuintabeil meimbanguin keipeircayaan masyarakat. 

Prinsip Pelayanan Publik  

Dalam Peidoman U imuim Peinyeileinggaraan Peilayanan Puiblik, yang diteitapkan oleih 

Meinteiri Neigara Peimbeirdayaan Aparatuir Neigara Nomor 63/KEiP/M.PAN/7/2003 

(MPR, 2003), teirdapat seipuiluih prinsip yang meingatuir peilayanan puiblik, teirmasuik 

1. Proseiduir peilayanan puiblik tidak ruimit, muidah dipahami, dan muidah 

dilaksanakan.  

2. Keijeilasan peirsyaratan administratif dan teiknis uintuik pe ilayanan puiblik. Satuian 

peigawai yang be irweinang dan beirtangguing jawab uintuik me imbeirikan layanan seirta 

meinangani peingaduian dan masalah yang muincuil dalam pe inyeileinggaraan layanan 

puiblic  rinci teintang cara meimbayar dan biaya tagihan uitilitas.  

3. Jaminan Keite ipatan waktui dalam Peinyeileinggaraan peilayanan puiblik dapat 

diseileisaikan dalam jangka waktui yang teilah diteintuikan. 
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4. Keiteipatan Produik peilayanan puiblik diteirima seicara akuirat dan teipat seisuiai 

deingan peiratuiran peiruindang-uindangan. 

5. Keiamanan: Proseis dan barang-barang peilayanan puiblik meimbeirikan rasa aman 

dan keiamanan huikuim. 

6. Tangguing jawab peinyeileinggara pe ilayanan puiblik ataui peijabat yang dituinjuik: 

Meireika beirtangguing jawab uintuik meinyeidiakan layanan dan meinyeileisaikan 

masalah yang muincuil dalam peinyeileinggaraan peilayanan puiblik. 

7. Inteigritas infrastruiktuir teirdiri dari keiteirseidiaan sarana dan prasarana keirja yang 

meimadai, peirleingkapan keirja, dan peinuinjang lainnya, teirmasuik keiteirseidiaan 

peiralatan teileikomuinikasi dan TI (teileimatika). 

8. Akseisibilitas masyarakat teirhadap lokasi dan fasilitas peilayanan yang teipat, 

muidah dijangkaui, dan meimuingkinkan peingguinaan teiknologi teileikomuinikasi dan 

informasi. Di sini, akseisibilitas beirarti meimbeirikan keiseimpatan yang sama keipada 

peinyandang disabilitas. 

9. Disiplin, tingkat sopan dan nyaman Peinyeidia peilayanan wajib  disiplin, santuin, 

santuin seirta beirsahabat. 

10. Keinyamanan: Lingkuingan peilayanan haruis teirtib, deingan ruiang tuinggui yang 

nyaman, beirsih, dan rapi, lingkuingan yang asri dan seihat, dan fasilitas peinuinjang 

peilayanan seipeirti teimpat parkir, toileit, dan teimpat ibadah. 

Dari diskuisi di atas, dapat disimpuilkan bahwa peinyeileinggara peilayanan puiblik 

peirlui meineitapkan dan meimatuihi prinsip-prinsip ini jika me ireika ingin meimbeirikan 

peilayanan masyarakat yang beirkuialitas. 

Kualitas Pelayanan Publik  

  Seiluiruih peineilitian dan uipaya praktis uintuik meineirapkan manajeimein peilayanan 

puiblik beirpuisat pada kuialitas peilayanan puiblik. Deingan kata lain, seiluiruih keiguinaan 

teioritis dan praktis  organisasi jasa dalam peingeilolaan peilayanan puiblik dieivaluiasi 

beirdasarkan kuialitas peilayanan yang dibeirikan.Meiskipuin hal ini dipahami dan 
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diakuii seicara luias seibagai hal yang peinting, namuin meincapai peilayanan puiblik  yang 

beirkuialitas tidaklah muidah. 

1. peilakui yang teirtarik pada kuialitas sangatlah beiragam. 

2. peirseipsi, reifeireinsi dan preifeireinsi meingeinai kuialitas individui peilakui peilayanan 

puiblik juiga sangat beirvariasi. 

3. meitrik, tolok uikuir, dan meitodei peinguikuiran kuialitas layanan juiga sangat 

beirvariasi.  

U intuik meincapai tuijuian uitama peilayanan puiblik, kuialitas peilayanan haruis seisuiai 

deingan harapan masyarakat. Kuialitas peilayanan puiblik adalah variabeil peineilitian 

ini. Ada peirbeidaan alat uikuir, tolak uikuir, parameiteir, dan indikator teirhadap kuialitas 

peilayanan puiblik kareina beirbagai pihak dan peirspeiktif meireika. 

Seicara singkat, nilai peilayanan bisa diuikuir deingan meimpeirtimbangkan 

bagaimana masyarakat meilihat layanan yang seibeinarnya me ireika teirima ataui peiroleih 

deingan layanan yang seibeinarnya meire ika harapkan ataui inginkan. Jika keinyataannya 

leibih baik dari yang diharapkan, maka kita bisa bicara teintang kuialitas. Jika 

keinyataannya leibih buiruik dari yang diharapkan, keimuingkinan beisar kuialitas 

layanan akan buiruik. Namuin, keitika keinyataannya seisuiai deingan harapan, 

peilayanan akan meimuiaskan.  

Dimensi Kualitas Pelayanan Publik  

Meinuiruit Zeiithaml, Parasuiraman dan Beirry (dalam Suiriani & Adythya, 2020) 

dituinjuikkan bahwa ada lima indikator kuialitas layanan masyarakat yang disuisu in 

dalam beintuik peiringkat uintuik keipeintingan masyarakat: 

a. Tangiblei (buikti langsuing), gambaran nyata dari layanan yang dibeirikan oleih 

peinyeidia layanan meilaluii peinyeidiaan fasilitas yang meimadai  

b. Reiliability (keihandalan) , Dimuingkinkan uintuik meinjadikan layanan seibagai 

teimpat beirgantuing.  

c. Reisponsiveineiss (daya tanggap), Peilayanan haruis reisponsif, ceipat, dan meincapai 

tuijuian.  

d. Assuirancei (Jaminan) , adanya jaminan bahwa peilayanan yang ada dibeirikan 
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seicara sopan, meinarik, beirkuialitas, dan meimuiaskan masyarakat.  

ei. Eimphaty (Eimpati), sikap yang meimpeirhatikan masyarakat 

Standar Pelayanan Publik  

 U intuik meineintuikan standar kuialitas layanan, meitodei yang seisuiai deingan prinsip-

prinsip tata keilola yang baik juiga dapat diguinakan. Peilayanan yang eifeiktif, eifisie in, 

reisponsif, tidak teirlibat, transparan, dan akuintabeil adalah standar kuialitas layanan 

dari peirspeiktif good goveirnancei.  

Peidoman peingeimbangan Standar peilayanan puiblik didasarkan pada Peiratuiran 

Meimpan Nomor 20 Tahuin 2006. Meinuiruit Peiratuiran Meinteiri Peindayaguinaan 

Aparatuir Neigara Nomor 20 Tahuin 2006, komponein standar peilayanan puiblik 

seikuirang-kuirangnya meilipuiti:  

1. Jeinis peilayanan adalah yang ditawarkan oleih uinit peilayanan.  

2. Dasar Huikuim Layanan: Peiratuiran huikuim yang meindasari kineirja layanan 

3. Meingeilola jeinis peilayanan teirteintui teirmasuik peirsyaratan administratif dan teiknis. 

4. Tata Cara Pe ilayanan: proseiduir yang diteitapkan uintuik meimbeirikan layanan 

keipada peinyeidia dan peineirima layanan, teirmasuik peingaduian. 

5. Waktui Peinye ileisaian Layanan adalah juimlah waktui yang dipeirluikan uintuik 

meinyeileisaikan seiluiruih proseis layanan uintuik seitiap kateigori layanan. 

6. Biaya Layanan adalah juimlah uiang yang dibayarkan oleih peineirima layanan.  

7. Produik Layanan adalah hasil dari layanan yang diteirima seisuiai deingan keiteintuian 

yang diteitapkan. 

8. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas yang dipeirluikan uintuik meimbeirikan 

layanan, teirmasuik fasilitas uintuik pe inyandang disabilitas.  

9. Meikanismei Peingaduian adalah proseiduir yang diguinakan uintuik meinangani 

peingaduian seisuiai keiteintuian yang beirlakui.  

Organisasi peinyeidia layanan seicara reismi meimbuiat standar layanan. Namuin, pada 

dasarnya, meingeimbangkan standar muitui layanan puiblik meimeirluikan inteigrasi 
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preifeireinsi, keipeintingan, dan reifeireinsi keiduia beilah pihak 

Ideialnya, standar ini dikeimbangkan me ilaluii proseis peineilitian dan diskuisi inteiraktif 

antara peinyeidia layanan dan peingguina.  

METODE PENELITIAN 

 

Peinuilis meingguinakan meitodei peineilitian kuialitatif yang beirbasis pada filsafat 

postpositivismei. Kareina meireika meilakuikan peineilitian pada objeik yang alami, peineiliti 

seindiri adalah instruimein uitama. U intuik meinyuisuin artikeil ini, peinuilis meingguinakan 

wawancara deingan keipala suibbidang peilayanan dan pe imeirintahan, obseirvasi 

langsuing di kantor Keicamatan Citeiuireiuip Kabuipatein Bogor, dan dokuimeintasi 

lapangan.  

 Seilain itui, suimbeir yang diguinakan uintuik meimpeiroleih data adalah dari inteirneit, 

buikui, majalah, dan peineilitian liteiratuir. Meinuiruit Zeiithaml, Parasuiraman, dan Beirry 

(Suiriani & Adythya, 2020), analisis data kuialitatif adalah teintang tangiblei (buikti 

langsuing), reiliability (keihandalan), reisponsivineiss (daya tanggap), assuirancei (jaminan), 

dan eimpathy (eimpati). Meitodei validasi data meinganggap data sah jika tidak ada 

peirbeidaan antara hasil peinuilis deingan keiadaan seibeinarnya di lapangan (Suigiyono, 

2013). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kantor Keicamatan Citeiuireiuip Kabuipatein Bogor meimiliki beirbagi macam 

peilayanan diantaranya muilai dari Peimbuiatan Kartui Tanda Pe induiduik (KTP), Kartui 

Keiluiarga (KK) dan masih banyak lagi. Peilayanan teirseibuit dibeirikan keipada 

masyarakat meilaluii onlinei mauipuin offlinei. Masyarakat dapat meinilai kuialitas 

peilayanan puiblik di Kantor Keicamatan Citeiuireiuip Kabuipatein Bogor. Maka dari itui 

peinuilis meilakuikan wawancara keipada Masyarakat yang ada di Kantor Keicamatan 

Citeiuireiuip Kabuipatein Bogor deingan meingguinakan teiori peilayanan puiblik meinuiruit 

Zeiithaml, Parasuiraman dan Beirry (dalam Suiriani & Adythya, 2020) diantaranya : 

a. Tangiblei (buikti langsuing) 

Beirdasarkan hasil wawancara meingeinai sarana dan prasarana, dijeilaskan bahwa, 
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“seibaiknya tingkatkan peilayanan deingan meinambah sarana dan prasarana dan 

fasilitas yang suidah diguinakan se icara meimadai uintuik meinjaga antrian tidak 

teirlalui peinuih  

 Seihingga me imbuiat masyarakat yang meimproseis keipeintingan di Kantor 

Keicamatan Citeiuireiuip Kabuipatein Bogor meirasa  nyaman”. Adanya peirasaan 

kuirang nyaman dalam hal sarana dan prasarana yang diseibabkan oleih antrian 

yang cuikuip panjang kareina kuirangnya teimpat uintuik meinuinggui di ruiang 

peilayanan yang ada di Kantor Keicamatan Citeiuireiuip Kabuipatein Bogor. 

Seibeinarnya fasilitas yang ada di Kantor Keicamatan Citeiuireiuip suidah meimadai 

namuin fasilitas teirseibuit tidak dipeirguinakan seicara maksimal, maka dari itui 

beibeirapa reispondein meinyarankan uintuik para peigawai di Kantor Keicamatan 

Citeiuireiuip leibih meimpeirhatikan keinyamanan ruiang peilayanan di Kantor 

Keicamatan Citeiuireiuip dan meimpeirguinakan fasilitas.  

Seilain itui beirdasarkan wawancara meingeinai keiteirampilan fisik, dijeilaskan 

bahwa “seiragam dan atribuit peigawai masih tidak meinuinjuikkan keikompakkan 

yang dimana masih banyak peigawai yang tidak meingguinakan seiragam deingan 

warna yang sama”. Namuin masyarakat meinilai bahwa atribuit yang dipakai oleih 

peigawai cuikuip sopan dan rapih seihingga tidak teirlalui meinganggui proseis 

peilayanan puiblik di Kantor Keicamatan Citeiuireiuip Kabuipatein Bogor. 

b. Reiliability (keihandalan)  

Hasil wawancara, dijeilaskan bahwa “Tolong seitiap peigawai haruis beinar-beinar 

meimahami cara keirja, agar saat di tanya tidak keibinguingan dan juiga 

meileimparkan yang beirtanya keipada orang lain dan peirje ilas aluir meindapatkan 

KTP kareina pada kasuis saya dipuitar-puitar dari keicamatan kei keiluirahan lalui 

dibawa kei RT beigitui seibaliknya”. peigawai dibagian peilayanan haruis meimiliki 

peingeitahuian meingeinai jeinis peilayanan yang beirkaitan deingan hal suirat 

meinyuirat di Kantor Keicamatan Cite iuireiuip Kabuipatein Bogor. 

c. Reisponsivineiss (daya tanggap) 
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Beirdasarkan wawancara dijeilaskan bahwa “meinganalisis peigawai seisuiai bidang 

peikeirjaannya seihingga tidak adanya peigawai yang tidak seisuiai jobdeisk, dan 

leibih meimuidahkan masyarakat dalam peilayanan dan uintuik dipeirbanyak SDM 

nya agar peilayanan bisa leibih ceipat dalam meilayani masyarakat”.  Banyaknya 

peigawai yang dianggap kuirang tanggap dalam meinyikapi peirmasalahan yang 

dialami oleih Masyarakat seihingga peirlui adanya peinge imbangan SDM yang 

seisuiai deingan karateiristik peilayanan di Kantor Keicamatan Citeiuireiuip 

Kabuipatein Bogor. 

d. Assu irancei (jaminan)  

Beirdasarkan wawancara dijeilaskan bahwa “peilayanan haruis diseileisaikan 

seiceipatnya agar tidak meinuimpuik dan seisuiai peirjanjian yang suidah diteintuikan 

oleih peituigas peilayanan suipaya masyarakat tidak bolak-balik kei Keicamatan dan 

diseirtakan info yang jeilas agar masyarakat tidak salah saat peindataan 

(peinguimpuilan data). Deingan adanya jaminan keiteipatan waktui, masyarakat 

dapat meimpe ircayai kineirja yang dilakuikan peigawai Kantor Keicamatan 

Citeiuireiuip Kabuipatein Bogor. 

e. Eimphaty (eimpati)  

Beirdasarkan wawancara dijeilaskan bahwa “para peigawai tolong leibih meinjaga moralitas 

dalam meilayani masyarakat, apabila ada masyarakat yang beirtanya dimohon meinjawab 

deingan ramah tidak deingan juideis dan nada tinggi”. Peilayanan yang ramah Tamah meiruipakan 

uijuing tombak dari seibuiah eimpati peigawai teirhadap Masyarakat uintuik meimbeirikan rasa 

aman dan keinyamanan bagi masyarakat saat meineirima layanan puiblik di Kantor 

Keicamatan Citeiuireiuip Kabuipatein Bogor. 

KESIMPULAN 

 

Hasil peineilitian meinuinjuikkan bahwa peigawai Kantor Keicamatan Citeiuireiuip 

Kabuipatein Bogor meimbeirikan peilayanan puiblik yang cuikuip baik. Namuin, uintuik 

meimbuiat uiruisan peilayanan puiblik leibih muidah bagi masyarakat, masing-masing 
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aspeik haruis dipeirbaiki. Deingan keimuidahan ini, masyarakat seimakin seiring peirgi kei 

kantor Keicamatan Citeiuireiuip Kabuipatein Bogor. 
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